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Abstrak  

Kekerasan terhadap anak merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang 

mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan karena Anak sebagai tunas, potensi, dan 

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat 

khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang 

mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak 

adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak 

dan kewajibannya. Selain itu perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan 

dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam 

berbagai bidang, kehidupan bernegara dan bermasyarakat, termasuk dalam bidang hukum. 

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Per-

lindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Peng-

hapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak 

yang mendapatkan kekerasan atau diskriminasi dari pihak manapun. Proses pendampingan 

Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di 

Kota Palembang hanya sebatas rujukan-rujukan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan 

Anak Kota Palembang. Dalam proses pendampingan maka lembaga swadaya masyarakat 

hanya berperan sebagai pendamping saja (pengganti orang tua/keluarga) karena lembaga 

swadaya masyarakat merupakan organisasi non pemerintah dan belum memiliki aturan 

hukum yang pasti dalam proses pelaksanaan pendampingan.  

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaga Swadaya 

Masyarakat 

Abstract 

Violence against children is a form of action that is more physical in nature that results in 

injury, disability, illness, or suffering because children as buds, potentials, and the 

younger generation who succeed the ideals of the nation's struggle have a strategic role, 

characteristics, and special characteristics so that they must be protected from all forms of 

violence. forms of inhumane treatment that result in human rights violations. Protection of 

children is an effort to create conditions so that every child can carry out his rights and 

obligations. In addition, child protection is the embodiment of justice in a society. Thus, 

child protection must be sought in various fields, state and social life, including in the field 

of law. The government has enacted Undang-Undang No. 35 of 2014 concerning Child 

Protection which is an amendment to Undang-Undang No. 23 of 2002 concerning Child 

Protection and Undang-Undang No. 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic 

Violence as a form of protection for children who experience violence or abuse. 

discrimination from any party.The process of assisting Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) for children who are victims of domestic violence in Palembang is only limited to 
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referrals from the Palembang Women's and Children's Protection Service. In the 

mentoring process, Lembaga Swadaya Masyarakat act as a companion (substitute for 

parents/family) because Lembaga Swadaya Masyarakat is non-governmental organization 

and do not yet have definite legal rules in the process of implementing mentoring. 

 

Keywords: Children, Domestic Violence, Non-Governmental Organizations 

 

A. PENDAHULUAN  

Hukum adalah peraturan berupa 

norma dan sanksi yang dibuat dengan tu-

juan mengatur tingkah laku manusia untuk 

menjaga ketertiban, keadilan, dan mence-

gah terjadinya kekacauan. Menurut kamus 

umum bahasa indonesia, hukum adalah 

peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan 

atau adat yang dianggap berlaku oleh dan 

untuk orang banyak.
1
 

Setiap negara memiliki aturan-atu-

ran hukum tersendiri yang berbeda dengan 

negara lain termasuk Indonesia. Negara 

Indonesia merupakan negara hukum.
2
 Ne-

gara hukum yang dimaksud adalah negara 

yang menegakkan hukum untuk kebenaran 

dan keadilan.  

Anak merupakan seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, ter-

masuk anak yang masih dalam kandungan.
3
 

Berbicara mengenai anak adalah hal yang 

sangat penting karena anak merupakan po-

tensi nasib suatu generasi atau bangsa di 

masa mendatang. Anak merupakan cermi-

nan sikap hidup bangsa dan penentu per-

kembangan bangsa tersebut.
4
  

Begitu besar peran orang tua dalam 

mendidik anak-anaknya, hingga di tangan 

orang tualah seorang anak akan menjadi 

baik atau sebaliknya, orang tua yang tidak 

mendidik anaknya dengan benar akan mela-

hirkan anak yang tidak bermoral. Hal ini 

                                                           
1
 W.J.S. Poerwadarminta, 1984, “Kamus 

Umum Bahasa Indonesia”, Cetakan VII., PN Balai 

Pustaka, Jakarta, hlm 363. 
2
 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3
 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 

Tentang  perubahan atas Undang-Undang No 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
4
 Wagiati Sutedjo, 2010, “Hukum Pidana 

Anak”, Refika Aditama, Cetakan Ketiga, Bandung, 

hlm 5 

menyebabkan anak terdzalimi secara fisik 

dan mental sehingga seringkali menyebab-

kan kegersangan iman di batinnya.  

Awal mulanya istilah kekerasan 

terhadap anak atau child abuse dan neglect 

dikenal dari dunia kedokteran, sekitar tahun 

1946, caffey seorang radiologist melapor-

kan kasus berupa gejala-gejala klinik seper-

ti patah tulang panjang yang majemuk (mul-

tiple fractures) pada anak-anak atau bayi 

disertai pendarahan tanpa diketahui sebab-

nya (unrecognized trauma).
5
 Dalam dunia 

kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah 

Caffey Syndrome.
6
 

Banyak orang berpendapat bahwa 

keras terhadap anak dalam rangka untuk 

pendidikan terhadap anak itu dibenarkan, 

bahkan seringkali melupakan aspek perlin-

dungan. Pembolehan melakukan kekerasan 

memukul atas dengan ketentuan bahwa me-

mukulnya tidak boleh yang sampai melukai, 

menimbulkan cidera bahkan sebatas memu-

kul yang dapat menimbulkan bekas saja 

tidak diperbolehkan. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan 

sebenarnya kekerasan memukul yang seper-

ti apakah yang tidak menimbulkan bekas 

sehingga itu menjadi diperbolehkan, jawa-

bannya tentu saja tidak ada pemukulan yang 

tidak menimbulkan bekas, sehingga dapat 

dikatakan bahwa dalam konteks ini pem-

bolehan memukul sesungguhnya bertujuan 

                                                           
5
 Thathit Manon Andini, 1 Februari 2019, 

“Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di 

Kota Malang Jurnal Perempuan dan Anak “(JPA), 

Universitas Muhammadiyah, Vol. 2 No. 1, hlm 15. 
6
 Redho Agus Suhendra, Maret 2017,  

“Upaya SUB UNIT PPA SAT Reskrim Dalam 

Penangann Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak Di Wilayah Hukum Polres Cilacap dalam 

Police Science Research Journal”, Vol. 1 No. 3, 

Akademi Kepolisian RI, Semarang, hlm 936 dikutip 

dari Ranuh 2009. 
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untuk mencegah terjadinya kekerasan itu 

sendiri terhadap anak. 

Kekerasan selain memiliki dampak 

jangka pendek juga memiliki dampak jang-

ka panjang, yang jika dibiarkan akan me-

nimbulkan budaya kekerasan yang bisa saja 

pada akhirnya tidak lagi dianggap sebagai 

kekerasan melainkan hal yang biasa saja. 

Dampak lain yang lebih penting adalah 

kekerasan akan berakibat pada merosotnya 

derajat kemanusiaan dari kedudukan yang 

sangat mulia ke posisi yang paling rendah. 

Orang tua yang terbukti tidak bisa 

menjalankan tanggung jawabnya sehingga 

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

dan perkembangan seorang anak, dapat di-

cabut hak asuhnya sebagai orang tua, na-

mun pencabutan hak kuasa tidak serta merta 

menghilangkan kewajiban untuk membia-

yai kebutuhan anak, penghidupan, pemeli-

haraan dan pendidikan anaknya sesuai 

dengan kemampuanya. 
7
 

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 19-

45) berbunyi bahwa: Anak memiliki peran 

strategis dan negara menjamin hak setiap 

anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena 

itu, kepentingan terbaik bagi anak patut 

dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 

kelangsungan hidup umat manusia.
8
 

Fenomena kekerasan anak dalam 

keluarga tanpa kita sadari memang sering 

terjadi. Peneliti melihat masih banyak pola 

asuh orang tua yang menyikapi kenakalan 

anaknya atau mendidik anaknya dengan 

menggunakan kekerasan seperti menjewer, 

mencubit memukul dan lain sebagainya. 

Contohnya ketika anak melakukan kesala-

han karena bertengkar dengan saudaranya 

orang tua lebih memilih untuk memukul 

anak agar berhenti bertengkar. 

Ketika anak-anak mendapat kekera-

san akan timbul bermacam konsekuensi 

                                                           
7
Ibid, Pasal 10 ayat (1) & ayat (2) 

8
Penjelasan UURI Nomor11 Tahun 2012, 

tentang SistemPeradilan Pidana Anak 

emosional dan psikologis bagi mereka pada 

saat perlakuan kasar tersebut terjadi dan 

juga dikemudian hari ketika mereka meng-

injak masa remaja. Dampak kekerasan me-

nimbulkan trauma yang mendalam juga 

sering kali menimbulkan luka secara fisik. 

Pada saat anak mengalami gangguan 

psikologis seperti ini komunikasi antara 

orang tua dengan anak, maupun pergaulan 

antara orang tua dengan anak, sikap dan 

perlakuan orang tua terhadap anaknya, rasa 

dan penerimaan tanggung jawab orang tua 

terhadap anaknya, sangat dibutuhkan. Oleh 

karena itu dukungan orang tua sangat ber-

peran penting saat anak mengalami masa-

lah. 

Ada beberapa dampak yang muncul 

sebagai reaksi dari kasus trauma kekerasan 

yang dialami anak, meskipun fenomena ini 

akan berbeda bentuknya pada setiap anak. 

Adapun bentuk perilaku anak yang telah 

mengalami trauma adalah sebagai berikut: 

 

1. Agresif. Sikap ini biasanya dituju-

kan anak kepada pelaku tindak ke-

kerasan. Umumnya ditunjukkan saat 

anak merasa ada orang yang bisa 

melindungi dirinya. Saat orang yang 

dianggap bisa melindunginya itu ada 

di rumah, anak langsung memukul 

atau melakukan tindakan agresif 

terhadap si pengasuh. 

2. Murung atau depresi. Kekerasan 

mampu membuat anak berubah dra-

stis, seperti menjadi anak yang me-

miliki gangguan tidur dan makan, 

bahkan bisa disertai dengan penuru-

nan berat badan. Anak juga bisa 

menarik diri dari lingkungan yang 

menjadi sumber trauma. Ia menjadi 

anak pemurung, pendiam dan terli-

hat kurang ekspresif. 

3. Mudah menangis. Sikap ini ditun-

jukkan karena anak merasa tidak 

aman dengan lingkungannya. Kare-

na ia kehilangan figur yang bisa me-

lindunginya. Kemungkinan besar, a-

nak menjadi sulit percaya dengan 

orang lain. 
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4. Melakukan tindak kekerasan pada 

orang lain. Semua ini anak dapat ka-

rena ia melihat bagaimana orang 

dewasa memperlakukannya dulu. Ia 

belajar dari pengalamannya kemudi-

an bereaksi sesuai yang ia pelajari. 

5. Secara kognitif anak bisa mengala-

mi penurunan. Akibat dari penekan-

an kekerasan psikologisnya atau bila 

anak mengalami kekerasan fisik ya-

ng mengenai bagian kepala, hal ini 

malah bisa mengganggu fungsi o-

taknya, dan lebih lanjut mempenga-

ruhi proses dan hasil belajarnya.
9
 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, merupa-

kan langkah penting terhadap pemenuhan 

hak-hak anak yang perlu dilindungi oleh 

negara. Undang-Undang ini mengatur tenta-

ng keberadaan anak, hak-hak dasar atas 

lingkungan keluarga dan pengasuhan yang 

sehat dengan kualitas pendidikan yang baik 

serta perlindungan dari keadaan membaha-

yakan, misalnya kekerasan, pelecehan, per-

dagangan, dan penggunaan obat-obat terla-

rang. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekera-

san Dalam Rumah Tangga pada Pasal 2 

terkait ruang lingkup pada Pasal ini juga 

mencakup keberadaan anak untuk dilindu-

ngi dari kekerasan dalam rumah tangga.  

Perlindungan hukum sangatlah di-

perlukan bagi anak-anak sebagai korban 

kekerasan terhadap anak baik fisik maupun 

psikis. Oleh karena itu perlindungan hukum 

merupakan upaya agar anak terlindungi 

haknya. Dengan adanya Lembaga-lembaga 

Perlindungan Anak di negara ini diharapkan 

dapat membantu kasus-kasus yang melibat-

kan anak sebagai korban kekesaran khusu-

nya korban kekerasan fisik dalam rumah 

tangga.  

 

 
 

                                                           
9
Isyatul Mardiyati, 2015, “Dampak Trauma 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap 

Perkembangan Psikis Anak”, Jurnal Studi Gender 

dan Anak, 1 (2), IAIN Pontianak, hlm 31-32. 

B. PERMASALAHAN 

1. Sejauhmana proses pendampingan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LS-

M) terhadap anak korban kekerasan 

dalam rumah tangga di Kota Palem-

bang?  

2. Bagaimanakah perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai korban kekera-

san dalam rumah tangga menurut 

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Da-

lam Rumah Tangga?  
 

C. METODE PENELITIAN 

Secara garis besar pendekatan ma-

salah terdiri dari dua model pendekatan, 

pendekatan Yuridis Normatif/Doktrinal dan 

pendekatan Yuridis Empiris/Non Doktrinal. 

Pendekatan Yuridis Normatif terbagi men-

jadi dua yaitu pendekatan Yuridis Norma-

tif/Doktrinal saja dan penelitian Yuridis 

Normatif Empiris. Pendekatan Yuridis Nor-

matif adalah pendekatan hukum yang me-

ngkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, 

yaitu sejarah, teori, filosofi, perbandingan, 

struktur dan komposisi, lingkup dan materi, 

konsistensi, penjelasan umum, pasal demi 

pasal, formalitas dan kekuatan mengikat 

Undang-Undang. Penelitian Yuridis Nor-

matif adalah penelitian yang dilakukan de-

ngan meneliti bahan kepustakaan (data 

sekunder) yang mencakup penelitian : asas-

asas hukum, sistematika hukum, sinkronis-

asi vertikal dan horisontal, perbandingan 

hukum dan sejarah hukum. Penelitian jenis 

ini hanya berhenti pada ruang lingkup kon-

sepsi hukum, asas hukum dan kaidah per-

aturan saja, tidak sampai pada perilaku ma-

nusia. Pendekatan Yuridis Normatif Empi-

ris (applied law research) adalah penelitian 

hukum mengenai pemberlakuan atau imple-

mentasi ketentuan hukum normatif (unda-

ng-undang, kondifikasi, atau kontrak) se-

cara in action pada suatu peristiwa hukum 

tertentu di masyarakat. Implementasi secara 

in action tersebut merupakan fakta empiris 

dan berguna untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan oleh negaraa atau oleh 

pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi 

secara in action diharapkan akan berjalan 
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sempurna apabila rumusan ketentuan hu-

kum normatifnya jelas, tegas, dan lengkap. 

Pendekatan Yuridis Empiris tidak hanya 

meneliti normanya saja tapi juga meneliti 

penerapan hukum (bekerjanya hukum) di 

masyarakat, sehingga tidak hanya meneliti 

bahan-bahan hukum, tetapi juga mengamati 

perilaku manusia dalam melaksanakan hu-

kum.  

Metode pendekatan yang dipilih 

dalam penelitian adalah dengan mengguna-

kan metode Yuridis Normatif Empiris. Pe-

nelitian Yuridis Normatif  Empiris adalah 

penelitian hukum mengenai pemberlakuan 

atau implementasi ketentuan hukum nor-

matif secara in action pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masya-

rakat. 
10

 

Penelitian Yuridis Empiris merupa-

kan penelitian lapangan (penelitian terhadap 

data primer) yaitu suatu penelitian meneliti 

peraturan-peraturan hukum yang kemudian 

digabungkan dengan data dan perilaku yang 

hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/ 

materi pokok dalam penelitian ini diperoleh 

secara langsung dari para responden mela-

lui penelitian lapangan.  

Penelitian hukum empiris atau pene-

litian sosiologis yaitu penelitian hukum ya-

ng menggunakan data primer. Menurut pen-

dekatan empiris pengetahuan didasarkan 

atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil 

penelitian dan observasi.
11

 
 

D. PEMBAHASAN 

A. Proses Pendampingan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) Ter-

hadap Anak Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga  

Istilah Lembaga Swadaya Masyara-

kat (LSM) secara tegas didefinisikan dalam 

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendag-

ri) Nomor 08 Tahun 1990 tentang Pembina-

an Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada 

                                                           
10

Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum 

dan Penelitian Hukum”, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm 134. 
11

Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, 

“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10. 

lampiran II menyebutkan bahwa yang di-

maksud dengan Lembaga Swadaya Masya-

rakat dalam Instruksi ini adalah organisasi/ 

lembaga yang dibentuk oleh anggota ma-

syarakat Warga Negara Republik Indonesia 

secara sukarela atas kehendak sendiri dan 

berminat serta bergerak dibidang kegiatan 

tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ 

lembaga sebagai wujud partisipasi masya-

rakat dalam upaya meningkatkan taraf hi-

dup dan kesejahteraan masyarakat, yang 

menitik beratkan kepada pengabdian secara 

swadaya.
12

 

Pembimbing Kemasyarakatan dan 

Pekerja Sosial Profesional termasuk Lem-

baga Swadaya Masyarakat yang merupakan 

lembaga non pemerintah yang dekat dengan 

masyarakat memiliki peran baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam 

membantu masyarakat termasuk perannya 

dalam pendampingan terhadap anak korban 

kekerasan dalam rumah tangga.  

Dalam proses pendampingan Lem-

baga Swadaya Masyarakat terhadap anak 

sebagai korban kekerasan dalam rumah 

tangga harus mengikuti prosedur-prosedur 

yang berlaku dan harus ada rujukan dari 

dinas setempat dalam hal ini yaitu Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat se-

tempat khususnya dalam penelitian ini ialah 

Kota Palembang.  

Berdasarkan data yang didapat pe-

neliti dari Narasumber Bernama Bapak Ba-

yu Burhan yang merupakan Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Per-

empuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Pal-

embang, dia menjelaskan bahwa hubungan 

antara Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD 

PPA) dengan Lembaga Swadaya Masyara-

kat (LSM) yang bergerak dalam bidang Per-

lindungan Perempuan dan Anak hanyalah 

sebatas rujukan-rujukan saja. Hal tersebut 

dikarenakan adanya keterbatasan-keterbata-

san Sumber Daya Manusia (SDM) didalam 

                                                           
12

Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmendagri) Nomor 08 Tahun 1990 tentang 

Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. 



Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No 1, Agustus 2022, hal. 13-28 

 

18 

Dinas tersebut dan juga kesulitan-kesulitan 

sehingga memerlukan beberapa bantuan 

ataupun jaringan-jaringan dari Lembaga 

Swadaya Masyarakat.
13

 

Bapak Bayu Burhan juga menegas-

kan dalam hal rujukan kasus memang ada 

beberapa yang tidak bisa diatasi oleh dinas 

itu sendiri karena terkadang ada beberapa 

kasus yang memerlukan bantuan dari pihak 

swasta dan tenaga-tenaga profesional khu-

sus yang mungkin belum dimiliki dan be-

lum bekerjasama dengan pemerintah/ dinas 

tersebut sehingga dimintalah bantuan dalam 

hal ini yaitu dengan memberikan rujukan 

kepada lembaga swadaya masyarakat untuk 

mendampingi anak korban kekerasan dalam 

rumah tangga.
14

 

Menurut keterangan dari Bapak Ba-

yu Burhan bahwa lembaga swadaya ma-

syarakat sudah memiliki Momerandum of 

Understanding (MOU) dengan beberapa 

jaringan-jaringan terkait sehingga pada saat 

ada kasus yang memerlukan penanganan 

khusus dari tenaga-tenaga ahli profesional 

maka bisa langsung ditangani dengan cepat 

dan tepat.  

Dalam hal kepastian hukum, menu-

rut Bapak Bayu Burhan Lembaga Swadaya 

Masyarakat tidak memiliki Peraturan Dae-

rah karena mereka organisasi non pemeri-

ntah dan berdiri sendiri. Berbeda dengan 

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, 

dinas ini memang belum memiliki Peratu-

ran Daerah tetapi narasumber menjelaskan 

bahwa kalau untuk Dinas Perlindungan 

Perempuan dan Anak sudah ada Rancangan 

Peraturan Daerah nya yang saat ini masih 

dibahas di kantor Dewan Perwakilan Raky-

at Daerah (DPRD). Sehingga dalam proses 

pendampingan anak sebagai korban keke-

rasan dalam rumah tangga baik Lembaga 

Swadaya Masyarakat maupun Dinas Perlin-

dungan Perempuan dan Anak, mereka ber-

pedoman pada Undang-Undang Nomor 35 

                                                           
13

 Wawancara dengan Bayu Burhan, Kepala 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang 

, 21 Juli 2021 
14

 Ibid 

Tahun 2014 yang merupakan Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 
15

 

Proses pendampingan lembaga swa-

daya masyarakat terhadap anak korban ke-

kerasan dalam rumah tangga yaitu sampai 

selesai proses hukum dan keluar putusan 

dari pengadilan. Bilamana setelah proses 

putusan dibutuhkan lagi konseling psiko-

logi terhadap anak korban kekerasan dalam 

rumah tangga maka proses pendampingan-

nya berlanjut tetapi bukan lagi pendam-

pingan dalam proses hukum melainkan pen-

dampingan proses pemulihan psikologi a-

nak tersebut sampai benar-benar dinyata-

kan pulih dan yang bisa memutuskan atau-

pun memberikan keterangan/ surat bahwa 

anak tersebut sudah tidak memerlukan bim-

bingan psikolog lagi ialah tenaga ahli pro-

fesional yaitu Psikolog/ Psikiater.  

Lembaga Swadaya Masyarakat tidak 

memiliki kewenangan untuk menindak lan-

juti dan tidak bisa langsung turun ke lapa-

ngan dalam melakukan pendampingan ter-

hadap anak korban kekerasan dalam rumah 

tangga tanpa rujukan dari dinas setempat 

karena lembaga swadaya masyarakat juga 

memiliki prosedur administrasi untuk me-

lakukan pendampingan yaitu:  

1. Ada yang melapor 

2. Ada keterangan dan informasi  

3. Assesment  

Lembaga swadaya masyarakat bisa 

saja langsung menindak lanjuti tanpa harus 

ada rujukan dari dinas apabila korban yang 

didampingi ialah kasus yang sudah viral. 

Tetapi setelah menindak lanjuti maka lem-

baga swadaya masyarakat tetap harus ada 

laporan ke dinas terkait agar korban keke-

rasan dalam rumah tangga tetap bisa diawa-

si dan didampingi oleh dinas dan penegak 

hukum. Karena tugas lembaga swadaya ma-

syarakat hanya sebatas pendampingan ter-

hadap korban saja (sebagai pengganti ora-

ngtua), untuk proses hukum tetap ditindak 

lanjuti dan diserahkan kepada penegak hu-

kum yang berwenang.  
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 Ibid  
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Menurut Bapak Bayu Burhan, ke-

beradaan lembaga swadaya masyarakat di 

Kota Palembang hanya terdaftar di Kesatu-

an Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) 

tetapi untuk aksi nya tidak ada (tidak ter-

lihat). Karena lembaga swadaya masyarakat 

khusus terhadap pendampingan terhadap 

anak di Kota Palembang belum ada sehing-

ga yang berwenang dalam pendampingan 

terhadap anak sebagai korban kekerasan da-

lam rumah tangga ialah Dinas Unit Pelaksa-

na Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang.  
16

 

Untuk masyarakat khususnya di 

Kota Palembang belum banyak yang me-

ngetahui bahwa ada Dinas Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPTD PPA). Beberapa masyara-

kat menganggap bahwa dinas tersebut ialah 

bagian dari lembaga swadaya masyarakat/ 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KP-

AI) padahal struktural didalam kepenguru-

san merupakan anggota Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). Tetapi menurut narasumber hal 

tersebut bukanlah masalah besar karena 

yang terpenting ialah fokus dan tugas pokok 

mereka, yaitu: 

1.  Mendampingi 

2. Melakukan mediasi 

3. Menjangkau korban 

Setelah anak korban kekerasan da-

lam rumah tangga selesai didampingi baik 

dalam proses hukum maupun proses pe-

mulihan dan dinyatakan telah pulih dengan 

dikeluarkannya surat dari tenaga ahli pro-

fesional dalam hal ini yaitu psikolog/ psiki-

ater maka tugas lembaga swadaya masya-

rakat pun selesai dan selanjutnya korban 

diserahkan kepada pihak keluarga.  

Adapun menurut Narasumber berna-

ma Ibuk Nurfatma Oktaria selaku Penyuluh 

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan 

Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak 

Kota Palembang dan Ibuk Januarida selaku 

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas 
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 Ibid  

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung-

an Anak Provinsi Sumatera Selatan menya-

takan pendapat yang sama dari berbagai 

macam sudut yang sama.  

Ibuk Januarida menjelaskan bahwa 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ku-

rang adanya efektivitas terhadap masalah 

yang ada di lingkungan. Jadi hanya ada 

lembaganya saja tapi tidak menunjukkam 

kinerja kerja yang baik dan nyata. Dengan 

adanya lembaga ini belum memenuhi tugas 

dan fungsinya atas organisasi tersebut. Se-

perti melakukan penyuluhan terhadap anak 

atau memberikan masukan atau usulan da-

lam perumusan perlindungan anak hanya 

saja organisasi ini wajib menerima dan me-

ngumpulkan data dan informasi mengenai 

perlindungan anak atau kasus anak yang 

sedang terjadi, tetapi belum adanya kerja 

nyata yang sesuai dengan tugas dan fungsi 

sendiri. 
17

 

 Sedangkan menurut Ibuk Nurfatma 

Oktaria, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) ini kurang terstruktur dengan baik. 

Kinerja anggota lembaga swadaya masyara-

kat tersebut tidak berkelanjutan ke tahap 

selanjutnya (laporan) kepada Dinas Pem-

berdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Palembang, sehingga dinas tidak 

mengetahui hasil kinerja lembaga swadaya 

masyarakat kota Palembang yang mengaki-

batkan keberadaan dari lembaga swadaya 

masyarakat ini kurang efektivitas. Jadi, 

lembaga swadaya masyarakat tidak menca-

pai efisiensi yang baik. (Ada beberapa yang 

hanya bekerja untuk menghidupi kepen-

tingannya sendiri). 
18

 
 

B. Perlindungan Hukum terhadap A-

nak Korban Kekerasan Dalam Ru-

mah Tangga menurut Undang-Un-

dang Nomor 23 Tahun 2004 Ten-
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 Wawancara dengan Ibuk Januarida, 

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pember-

dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan, Juni 2021 
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 Wawancara dengan Ibuk Nurfatma Oktaria, 

selaku Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup 
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tang Penghapusan Kekerasan Da-

lam Rumah Tangga (KDRT) 

Anak adalah harapan bangsa dimasa 

mendatang, hak-hak yang harus diperoleh 

anak terhadap orang tuanya sejak anak di-

lahirkan didunia yang berdasarkan hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Perlindungan menurut Undang-Un-

dang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Peng-

hapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman kepada korban yang 

dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, 

lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pe-

ngadilan atau pihak lainnya baik sementara 

maupun berdasarkan penetapan pengadilan. 
19

 

Perlindungan hukum terhadap anak 

dapat diartikan  sebagai upaya perlindungan 

hukum terhadap berbagai kebebasan dan 

hak asasi anak (fundamental rights and 

freedoms of children) serta berbagai kepen-

tingan yang berhubungan dengan kesejah-

teraan anak.
20

  

Kekerasan sangat dekat dengan ke-

hidupan anak, pengalaman anak-anak ber-

hadapan dengan kekerasan sangat beraneka 

ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekera-

san yang dialami, pelaku kekerasan, tempat 

kejadian, dan sebab-sebab terjadinya keke-

rasan. Orang tua sampai memarahi anaknya 

hingga sampai memukul dengan sabuk, sa-

pu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini 

disebut penganiayaan ringan tetap saja per-

buatan yang dilakukan dengan sengaja yang 

ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka 

pada tubuh orang lain, yang akibat mana 

semata-mata merupakan tujuan si penin-

dak.
21

 

Bagi semua warga negara terutama 

di Indonesia berhak memperoleh rasa aman 

                                                           
19

 Undang – Undang  Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Pasal 1 
20

 Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan 

Anak ,  Mandar Maju, Bandung, hlm.1 
21

 Adami Chazawi, 2001, Kejahatan 

Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm.12 

dan bebas dari segala bentuk kekerasan se-

suai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa 

Indonesia. Bahwasannya segala bentuk ke-

kerasan terutama manusia dan kejahatan 

terhadap martabat kemanusiaan serta keke-

rasan dalam rumah tangga kebanyakan yai-

tu perempuan. Maka wajib mendapatkan 

perlindungan dari negara atau masyarakat 

agar terhindar serta terbebas dari kekerasan, 

penyiksaan, atau perlakuan yang merendah-

kan derajat dan martabat kemanusiaan. Ba-

hwa dalam faktanya kasus kekerasan dalam 

rumah tangga banyak terjadi. Sedangkan 

sistem hukum di Indonesia belum terjamin 

perlindungan terhadap korban kekerasan 

dalam rumah tangga dan anak.
22

 

Seorang anak tidaklah untuk dihu-

kum maupun diberi sanksi yang tegas me-

lainkan untuk diberi bimbingan dan pem-

binaan. Sehingga mereka bisa tumbuh dan 

berkembang dengan baik sebagai anak yang 

cerdas dan juga anak yang sehat. Seorang 

anak merupakan anugerah dari sang maha 

pencipta yang harus kita berikan kasih 

sayang serta kita jaga dengan baik, karena 

anak merupakan calon generasi penerus 

bangsa yang sekarang masih dalam masa 

pertumbuhan dan perkembangannya. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Da-

lam Rumah Tangga menjelaskan bahwa se-

tiap warga negara berhak mendapatkan rasa 

aman dari segala bentuk kekerasan sesuai 

dengan falsafah Pancasila dan Undang-Un-

dang Dasar Negara Republik Indonesia Ta-

hun 1945. Segala bentuk kekerasan, teruta-

ma kekerasan dalam rumah tangga merupa-

kan pelanggaran hak asasi manusia dan 

kejahatan terhadap martabat kemanusiaan 

serta bentuk diskriminasi yang harus diha-

pus.  

Rumah tangga merupakan organisa-

si terkecil dalam masyarakat yang terbentuk 

karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya 

rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan 
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 Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, 

Wenny Bukamo, 2013, Hukum Perlindungan Anak 

dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka 

Cipta, Jakarta, hlm. 1. 
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anak-anak.
23

 Pada perkembangan berikut-

nya pengertian rumah tangga diperluas de-

ngan pertimbangan seringkali dalam rumah 

tangga juga ada sanak saudara yang ikut 

bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik 

dari suami atau istri, saudara kandung/ tiri 

dari kedua belah pihak, kemenakan dan ke-

luarga yang lain, yang mempunyai hubu-

ngan darah.
24

 

Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat per-

lindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Demi terwujudnya anak indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksana-

kan sedini mungkin, yakni sejak dari janin 

dalam kandungan sampai anak berumur 18 

(delapan belas) Tahun.  

Bertitik lokal dari konsepsi perlin-

dungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

komprehensif, undang-undang ini meletak-

kan kewajiban memberikan perlindungan 

kepada anak berdasarkan asas-asas nondis-

kriminasi, kepentingan yang terbaik bagi 

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 

dan perkembangan, serta penghargaan ter-

hadap pendapat anak.
25

 

Perlindungan hukum terhadap kor-

ban kekerasan dalam rumah tangga menjadi 

tanggung jawab seluruh komponen bangsa. 

Perlindungan hukum tidak hanya pengatu-

ran mengenai sanksi pidana kepada pelaku, 

melainkan juga mengatur tentang proses 

tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), 

kompensasi dan pengamanan diri korban 

yang telah di atur di dalam Peraturan per-

undang-undangan Indonesia seperti Kitab 
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 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61. 
24

 Ibid  
25

 Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia; 

Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif 

Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, 

Bandung, hlm.230 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Da-

lam Rumah tangga yang bertujuan untuk 

mencegah segala bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga dan memberikan perlindung-

an hukum bagi korban kekerasan dalam 

rumah tangga. 
26

 

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Un-

dang Perlindungan Anak menyatakan bah-

wa yang berkewajiban dan bertanggungja-

wab terhadap penyelenggaraan perlindung-

an anak adalah negara, pemerintah, masya-

rakat, keluarga dan orang tua. Selanjutnya 

mengenai perlindungan dan tanggung jawab 

terhadap anak diuraikan dalam Undang-

Undang N0 23 Tahun 2002 tentang Perlin-

dungan Anak Pasal 21 dan Pasal 25. Und-

ang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada 

ketentuan Pasal 2 juga mencakup mengenai 

perlindungan terhadap korban kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Perlindungan hukum terhadap anak 

juga ditampilkan implisit dalam undang-

undang perlindungan saksi dan korban. Un-

dang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ten-

tang Perlindungan Saksi dan Korban pada 

Pasal 5 ayat (1) butir a yakni Seorang saksi 

atau korban berhak: Memperoleh perlindu-

ngan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 

harta bendanya, serta bebas dari ancaman 

yang berkenaan dengan kesaksian yang a-

kan, sedang, atau telah diberikannya.  

Dalam ketentuan umum Pasal ini 

menjelaskan tentang keluarga tersebut dan 

anak menjadi satu anggotanya. Instrumen 

hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum 

di Indonesia memberi perhatian terhadap 

keberadaan anak. Adapun hal yang harus 

dipahami lagi untuk mencegah kekerasan 

terhadap anak ialah prinsip perlindungan 

terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, 

prinsip yang terbaik bagi anak (the best 
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 Edy Ikhsan, 2001, Perlindungan Terhadap 
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interest of the child), prinsip hak hidup, 

kelangsungan hidup dan perkembangan a-

nak, dan prinsip menghargai pandangan 

anak.
27

  

Berdasarkan Undang-Undang No-

mor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak Pasal 1 angka 2: Perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpar-

tisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskrimi-

nasi. 

Kewajiban dan tanggung jawab Ne-

gara dan Pemerintah dalam usaha perlindu-

ngan anak diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindung-

an Anak Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 

yakni:  

1) Menghormati dan menjamin hak asasi 

setiap anak tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, 

etnik, budaya, dan bahasa, status hu-

kum anak, urutan kelahiran anak dan 

kondisi fisik dan/atau mental;  

2) Memberikan dukungan sarana dan 

prasarana dalam penyelenggaraan pe-

rlindungan anak;  

3) Menjamin perlindungan, pemelihara-

an, dan kesejahteraan anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban o-

rang tua, wali, atau orang lain yang 

secara umum bertanggung jawab ter-

hadap anak dan mengawasi penyele-

nggaraan perlindungan anak; 

4) Menjamin anak untuk memperguna-

kan haknya dalam menyampaikan 

pendapat sesuai dengan usia dan ting-

kat kecerdasan anak. 

Pada Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 yang telah diubah oleh Un-

dang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ten-

tang perlindungan anak berkaitan dengan 
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 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris 

Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Cetakan 

Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, 

Jakarta, hlm 122. 

kekerasan terhadap seorang anak. Dan pada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

membahas tentang pencegahan kekerasan di 

dalam sebuah rumah tangga serta dalam 

kitab undang-undang hukum pidana yang 

mengatur bahwa pelaku mendapatkan san-

ksi yang berat agar pelaku bisa jera dan o-

rang lain tidak bisa melakukan hal yang 

sama seperti pelaku tindak pidana ke-

kerasan.
28

 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap 

anak dalam masa pengasuhan atau perlindu-

ngan orang tua, wali maupun pihak lainnya 

berhak bertanggung jawab atas pengasuhan 

dan berhak mendapat perlindungan dari be-

berapa perlakuan yaitu : 

a. Kekejaman kekerasan dan pengania-

yaan 

b. Diskriminasi 

c. Penelantaran 

d. Eksploitasi baik seksual maupun eko-

nomi 

e. Keadilan 

f. Dan perlakuan yang tedapat didalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang tentang perlindungan 

anak Pasal 76C: 

Semua orang dilarang untuk mem-

biarkan, menyuruh atau melakukan, me-

nempatkan tindak pidana kekerasan ter-

hadap seorang anak.  Pada pasal demikian 

sudah sangat jelas mengatur hukum dimana 

pihak yang terlibat di dalam kejahatan atau 

kekerasan tersebut maka akan di ancam 

tindak pidana. 

Terdapat secara khusus Undang-

Undang yang mengatur perlindungan anak 

terhadap penganiayaan yaitu Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 80 ya-

ng sekarang sudah diubah oleh Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan 

menyatakan :
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(1) Setiap orang yang melakukan ke-

kejaman, kekerasan atau ancam-

an kekerasan, atau penganiayaan 

terhadap anak, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ 

atau denda paling banyak rp. 

72.000.000,00 (tujuh puluh dua 

juta rupiah).  

(2) Didalam hal tentang anak yang 

terdapat dalam ayat (1) yaitu luka 

berat, maka pelaku dipidana de-

ngan penjara paling lama 5 tahun 

atau dengan membayar denda 

paling banyak Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) 

(3) Hal anak sebagaimana yang su-

dah dimaksud ayat (2) mati, ma-

ka si pelaku dipidana ataupun di-

penjara selama 10 (sepuluh) tah-

un atau membayar denda yaitu 

Rp 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) 

(4) Perlakuan pidana akan ditambah 

apabila yang melakukan oran 
tuanya sendiri yaitu sepertiga dari 

ayat (1), (2) dan ayat (3). 

Undang-Udang Nomor 23 Tahun 

2002 yang telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perlindung anak yang terdapat pada Pasal 

76A menyatakan bahwa setiap orang dilara-

ng untuk memperlakukan anak secara dis-

kriminatif yang mengakibatkan anak meng-

alami kerugian, baik moril ataupun materil 

sehingga menghambat fungsi sosial anak 

tersebut.
29

 

Hak-hak korban kekerasan dalam 

rumah tangga dalam Undang-Undang No-

mor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga di Pasal 10 

antara lain mencakup : 

a. Perlindungan dari pihak keluarga, 

kepolisian, kejaksaan, pengadil-

an, advokat, lembaga sosial, atau 

pihak lainnya baik sementara 

                                                           
29

 Pasal 76A UU Nomor 23 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 35 Tahun 

2014 

maupun berdasarkan penetapan 

perintah perlindungan dari peng-

adilan. 

b. Pelayanan kesehatan sesuai de-

ngan kebutuhan medis. 

c. Penanganan secara khusus ber-

kaitan dengan kerahasiaan korban 

d. Pendampingan oleh pekerja sosi-

al dan bantuan hukum pada setiap 

proses pemeriksaan sesuai deng-

an ketentuan peraturan perunda-

ng-undangan dan 

e. Pelayanan bimbingan rohani. 

Maka menurut Undang-Undang No-

mor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlin-

dungan terhadap anak sebagai korban keke-

rasan dalam rumah tangga, yaitu: 

1. Pasal 16 

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua 

puluh empat) jam terhitung sejak 

mengetahui atau menerima laporan 

kekerasan dalam rumah tangga, ke-

polisian wajib segera memberikan 

perlindungan sementara pada kor-

ban. 

(2) Perlindungan sementara sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) diberikan 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak kor-

ban diterima atau ditangani. 

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua 

puluh empat) jam terhitung sejak 

pemberian perlindungan sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1), kepo-

lisian wajib meminta surat peneta-

pan perintah perlindungan dari 

pengadilan.
30

 

2. Pasal 17 dan Pasal 18  

 Dalam memberikan perlindungan se-

mentara, kepolisian dapat bekerja sama 

dengan tenaga kesehatan, pekerja so-

sial, relawan pendamping, dan/atau 

pembimbing rohani untuk mendampi-

ngi korban. Kepolisian juga wajib me-

mberikan keterangan kepada korban 

                                                           
30

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 
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tentang hak korban untuk mendapat 

elayanan dan pen-dampingan.  

Perlindungan Sementara adalah per-

lindungan yang langsung diberikan oleh 

kepolisian dan/ atau lembaga sosial atau pi-

hak lain, sebelum dikeluarkannya peneta-

pan perintah perlindungan dari pengadilan. 

Perintah Perlindungan adalah penetapan 

yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk 

memberikan perlindungan kepada korban. 

3. Pasal 21 

Sejak advokasi dilakukan , upaya pe-

mulihan korban kekerasan dalam ru-

mah tangga menjadi salah satu hal yang 

tidak terpisahkan dari proses hukum. 

Dalam hal ini sudah menjadi tanggung 

jawab bersama antara pemerintah dan 

penyedia layanan baik layanan medis, 

psikologis, hukum dan rumah aman. 

(1) Dalam memberikan pelayanan ke-

sehatan kepada korban, tenaga ke-

sehatan harus : 

a. memeriksa kesehatan korban 

sesuai dengan standar profesi-

nya; 

b. membuat laporan tertulis hasil 

pemeriksaan terhadap korban 

dan visum et repertum atas per-

mintaan penyidik kepolisian a-

tau surat keterangan medis yang 

memiliki kekuatan hukum yang 

sama sebagai alat bukti. 

4. Pasal  22 

(1) Dalam memberikan pelayanan, pe-

kerja sosial harus: 

a. melakukan konseling untuk me-

nguatkan dan memberikan rasa 

aman bagi korban; 

b. memberikan informasi mengenai 

hak-hak korban untuk mendapat-

kan perlindungan dari kepolisian 

dan penetapan perintah perlindu-

ngan dari pengadilan; 

c. mengantarkan korban ke rumah 

aman atau tempat tinggal alterna-

tif; dan 

d. melakukan koordinasi yang ter-

padu dalam memberikan layanan 

kepada korban dengan pihak ke-

polisian, dinas sosial, lembaga 

sosial yang dibutuhkan korban. 

5. Pasal 27  

 Dalam hal korban adalah seorang anak, 

laporan dapat dilakukan oleh orang tua, 

wali, pengasuh, atau anak yang bersa-

ngkutan yang dilaksanakan sesuai de-

ngan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

1. Pasal 29 

 Permohonan untuk memperoleh su-

rat perintah perlindungan dapat di-

ajukan oleh : 

a. korban atau keluarga korban; 

b. teman korban; 

c. kepolisian; 

d. relawan pendamping; atau 

e. pembimbing rohani. 

2. Pasal 30 

(1) Permohonan perintah perlindu-

ngan disampaikan dalam bentuk 

lisan atau tulisan.  

(2) Dalam hal permohonan diaju-

kan secara lisan, panitera peng-

adilan negeri setempat wajib 

mencatat permohonan tersebut 

(3) Permohonan perintah perlindu-

ngan diajukan oleh keluarga, te-

man korban, kepolisian, relaw-

an pendamping, atau pembimbi-

ng rohani maka korban harus 

memberikan persetujuannya 

(4) Dalam keadaan tertentu, permo-

honan dapat diajukan tanpa pe-

rsetujuan korban. 

3. Pasal 32  

(1) Perintah perlindungan dapat di-

berikan dalam waktu paling la-

ma 1 (satu) tahun  

(2) Perintah perlindungan dapat di-

perpanjang atas penetapan pe-

ngadilan. (3). Permohonan per-

panjangan Perintah Perlindung-

an diajukan 7 (tujuh) hari sebe-

lum berakhir masa berlakunya. 

4. Pasal 34 

(1) Berdasarkan pertimbangan ba-

haya yang mungkin timbul, 

pengadilan dapat menyatakan 
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satu atau lebih tambahan kondisi 

alam perintah perlindungan.  

(2) Dalam pemberian tambahan per-

intah perlindungan, pengadilan 

wajib mempertimbangkan ketera-

ngan dari korban, tenaga keseha-

tan, pekerja sosial, relawan pen-

damping, dan/atau pembimbing 

rohani.  

5. Pasal 38 

(1) Apabila pengadilan mengetahui 

bahwa pelaku telah melanggar 

perintah perlindungan dan didu-

ga akan melakukan pelanggaran 

lebih lanjut, maka Pengadilan 

dapat mewajibkan pelaku untuk 

membuat pernyataan tertulis ya-

ng isinya berupa kesanggupan 

untuk mematuhi perintah perlin-

dungan.  

(2) Apabila pelaku tetap tidak 

mengindahkan surat pernyataan 

tertulis tersebut, pengadilan da-

pat menahan pelaku paling lama 

30 hari  

(3) Penahanan disertai dengan surat 

perintah penahanan. 

Untuk kepentingan pemulihan, kor-

ban dapat memperoleh pelayanan dari te-

naga kesehatan, pekerja sosial, relawan pe-

ndamping dan/atau pembimbing rohani. 

Adapun ketentuan mengenai penyelengga-

raan upaya pemulihan dan kerja sama diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Da-

lam Rumah Tangga Pasal 40 sampai dengan 

Pasal 42, yakni: 

Pasal 40  

(1) Tenaga kesehatan wajib me-

meriksa korban sesuai dengan 

standar profesinya. 

(2) Dalam hal korban memerlu-

kan perawatan, tenaga keseha-

tan wajib memulihkan dan 

merehabilitasi kesehatan kor-

ban. 

Pasal 41 

Pekerja sosial, relawan pendamping, 

dan/atau pembimbing rohani wajib 

memberikan pelayanan kepada kor-

ban dalam bentuk pemberian konse-

ling untuk menguatkan dan/atau me-

mberikan rasa aman bagi korban. 

Pasal 42 

Dalam rangka pemulihan terhadap 

korban, tenaga kesehatan, pekerja so-

sial, relawan pendamping dan/atau 

pembimbing rohani dapat melakukan 

kerja sama. 

Penjatuhan pidana yang diutamakan 

adalah pelaku sebagai bentuk tanggung ja-

wab dari perbuatan yang dilakukannya de-

ngan dipenjara sekian tahun, korban hanya 

dapat menerima tindakan pembalasan ter-

sebut dengan penjatuhan hukuman yang 

diberikan hakim kepada pelaku sebagaima-

na diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapu-

san Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

yaitu:  

(1) Setiap orang yang melakukan per-

buatan kekerasan fisik dalam ling-

kup rumah tangga sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 5 huruf a 

Undang-Undang Penghapusan Ke-

kerasan Dalam Rumah Tangga di-

pidana dengan pidana penjara pa-

ling lama 5 (lima) tahun atau den-

da paling banyak Rp 15.000.000-

,00 (lima belas juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengaki-

batkan korban mendapat jatuh sa-

kit atau luka berat, dipidana deng-

an pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun atau denda paling 

banyak Rp 30.000.000,00 (tiga 

puluh juta rupiah). 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mengaki-

batkan matinya korban, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 

15 (lima belas) tahun atau denda 

paling banyak Rp 45.000.000,00 

(empat puluh lima juta rupiah). 

Selain pidana sebagaimana yang 

dimaksud diatas, hakim dapat menjatuhkan 

pidana tambahan berupa pembatasan gerak 
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pelaku baik yang bertujuan untuk menjauh-

kan pelaku dari korban dalam jarak dan 

waktu tertentu, maupun pembatasan hak-

hak tertentu dari pelaku dan penetapan 

pelaku mengikuti program konseling di 

bawah pengawasan lembaga tertentu. 
 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

1. Proses pendampingan terhadap a-

nak sebagai korban kekerasan da-

lam rumah tangga, lembaga swa-

daya masyarakat hanya bertugas 

sebagai pendamping saja (seba-

gai pengganti orangtua) dari kor-

ban kekerasan dan harus mengi-

kuti prosedur-prosedur yang ber-

laku serta harus ada rujukan dari 

dinas setempat apabila ingin me-

lakukan pendampingan. Lembaga 

Swadaya Masyarakat tidak me-

miliki kewenangan untuk menin-

daklanjuti dan tidak bisa langsu-

ng turun ke lapangan dalam me-

lakukan pendampingan tanpa  ru-

jukan dari dinas setempat.  

2. Menurut UU No 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga maka a-

nak yang mendapatkan perlakuan 

kekerasan dalam rumah tangga 

akan mendapat Perlindungan dari 

pihak keluarga, kepolisian, kejak-

saan, pengadilan, advokat, lem-

baga sosial, atau pihak lainnya 

baik sementara maupun berdasar-

kan penetapan perintah perlindu-

ngan dari pengadilan. 
 

b. Saran 

1. Sebaiknya Lembaga Swadaya 

Masyarakat memiliki Legalitas 

dengan dibuatkan aturan yang te-

gas baik berupa Undang-Undang 

dan Peraturan Daerah (PerDa) 

khusus untuk Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) tersebut atau 

aturan lainnya yang bersifat me-

ngikat agar bisa dipertanggung 

jawabkan dan ada ketegasan da-

lam menjalankan tugas sebagai 

lembaga swadaya masyarakat.  

2. Perlu adanya sosialisasi dan me-

maksimalkan kondisi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga agar tidak 

ada lagi kasus kekerasan dalam 

rumah tangga khususnya terha-

dap anak. 
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